BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Dari uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dapat
disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Fidusia Ulang Di Kantor Pendaftaran
Fidusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Nusa
Tenggara Timur sebagai berikut. Pertama, fidusia ulang karena kelalain PT.
BPR Nusantara Abdi Mulia karena tidak mengecek secara konsekuen BPKB
yang dalam proses balik nhama dan berani menerima jaminan kepemilikan
berupa faktur atau kwitansi jual beli. Kedua, fidusia ulang terjadi karena
Debitur Ongki Johanis Manafe mengembalikan barang jaminan dengan dalil
kerusakan ke Showroom Ayra Sejahtera Motor. Ketiga, fidusia ulang terjadi
karena Debitur James Imanuel Mosez dan PT. BPR Christa Jaya Perdana
tidak mengetahui kalau mobil yang mereka miliki dan dikuasai secara
fidusia sedang dijaminkan Di PT. BPR Nusantara Abdi Mulia. Atas dasar
itu mereka mendaftarkan kembali obyek jaminan fidusia tersebut dengan
fidusia baru sehingga terjadilah fidusia ulang. Keempat, fidusia ulang dalam
peristiwa hukum tersebut juga terjadi karena banyaknya perbedaan pada
data yang dimasukan pada formulir pendaftaran jaminan fidusia melalui
sistem online. Banyaknya perbedaan data tersebut didukung oleh lemahnya
sistem online dalam memblokir pendaftaran jaminan fidusia atas obyek

jaminan yang sama sehingga terbitlah sertifikat jaminan fidusia atas obyek
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jaminan yang sudah terdaftar. Kelima, fidusia ulang terjadi karena Sertifikat
Jaminan Fidusia milik PT. BPR Nusantara Abdi Mulia belum dihapus atau
dicoret atau diroya Di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Keenam, fidusia
ulang terjadi karena pasal-pasal dalam undang-undang jaminan fidusia tidak
konsisten. Kehadiran Pasal 28 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia secara tidak langsung mengijinkan terjadinya
fidusia ulang oleh pemberi fidusia, sehingga larangan fidusia ulang pada
Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjadi tidak tidak tegas.

2. Akibat hukum dari terjadinya fidusia ulang dalam kasus tersebut adalah
barang jaminan tetap dikuasai oleh Debitur James Imanuel Mosez dan PT.
BPR Christa Jaya Perdana. Karena PT. BPR Nusantara Abdi Mulia tidak
mengeksekusi barang jaminan tersebut. Sehingga PT. BPR Nusantara Abdi
Mulia tetap berada dalam kondisi rugi.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas ada beberapa saran yang ditawarkan peneliti
untuk mencegah terjadinya fidusia ulang, antara lain:

1 Untuk para pemberi fidusia agar tidak mengalihkan barang yang masih
dalam status obyek jaminan karena hak kepemilikan atas benda tersebut
telah beralih kepada penerima fidusia sehingga perbuatan hukum apapun
terhadap barang jaminan hendaknya disetujui secara tertulis oleh kreditur

atau penerima fidusia fidusia.
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2 Untuk para penerima fidusia agar lebih teliti lagi mengecek barang jaminan.
Jangan sampai benda tersebut telah dijaminkan atau bahkan sedang
dijaminkan kepada orang lain dan juga jaminan kepemilikan yang diberikan
kepada bank harus Bukti kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) bukan
faktur atau kwitansi jual beli. Apabila BPKB dalam proses balik nama,
maka penerima fidusia harus proaktif dan rutin mengecek BPKB tersebut
dan tetap mengontrol kondisi barang jaminan yang dikuasakan ke pemberi
fidusia. Dan juga kepada penerima fidusia agar segera menghapus jaminan
fidusia apabila hutang debitur telah dinyatakan lunas sehingga tidak
merugikan debitur yang ingin menjaminkan kembali barang jaminannya.
Dalam permasalahan fidusia ulang dalam penelitian ini juga hendaknya
Penerima Fidusia (PT. BPR Nusantara Abdi Mulia) mengeksekusi barang
jaminan karena hak yang didahulukan yang dimaksudkan Pasal 28 Undang-
Undang Jaminan Fidusia diberikan kepada PT. BPR Nusantara Abdi Mulia.

3 Untuk Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum hendaknya
membenahi kembali sistem pendaftaran fidusia online agar bisa mencegah
terjadinya fidusia ulang terutama pencegahan terhadap data yang berbeda
pada saat mendaftarkan obyek jaminan fidusia yang sama.

4 Untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia agar merevisi Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999, terutama Pasal 28 yang tidak konsiten dengan Pasal 17. Dan juga
perlu adanya aturan berkaitan dengan sanksi pidana dan administartif bagi

para pihak yang turut berperan pada terjadinya fidusia ulang.
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